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Abstract:  
This study aims to analyze the role of regional inspectorates in improving the quality of local government financial management, 

as well as assess the importance of the awareness of the inspectorate institution in carrying out internal supervision functions to 

prevent corruption. In addition, this study also explores the effectiveness of the implementation of the Government Internal 

Control System (SPIP) in ensuring efficient, effective, and compliant regional financial management. The methodology used is 

literature analysis, with searches through the Google search engine using keywords related to education level and knowledge. A 

systematic literature review (SLR) is conducted to identify, analyze, and evaluate existing data, as well as to provide guidance 

for future research. The results of the study show that the role of regional inspectorates is very important in improving the quality 

of regional financial management through effective supervision and in accordance with the provisions of the law. In addition, the 

awareness of the inspectorate as an internal auditor is very influential in preventing corruption, because internal auditors must 

have high integrity. The implementation of SPIP has also proven to be effective in monitoring and ensuring that regional financial 

management is carried out efficiently and in accordance with applicable regulations. This research contributes to understanding 

the importance of internal supervision in increasing transparency and accountability of local government financial management. 
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Abstrak :  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah, serta menilai pentingnya kesadaran lembaga inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal 

untuk mencegah korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur, dengan pencarian melalui mesin pencari Google menggunakan 

kata kunci terkait tingkat pendidikan dan pengetahuan. Tinjauan literatur sistematis (SLR) dilakukan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi data yang ada, serta memberikan panduan untuk penelitian di masa depan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran inspektorat daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan daerah melalui pengawasan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kesadaran 

lembaga inspektorat sebagai auditor internal sangat berpengaruh dalam mencegah korupsi, karena auditor internal harus 

memiliki integritas yang tinggi. Penerapan SPIP juga terbukti efektif dalam memantau dan memastikan pengelolaan 

keuangan daerah dilakukan dengan efisien dan sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

memahami pentingnya pengawasan internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah.  
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PENDAHULUAN 

Pentingnya akan kesadaran Lembaga inspektorat sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi 

pengawasan internal (auditor internal) pemerintahan semakin menungkat. Tujuannya adalah untuk 

mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) merupakan salah satu 

unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah. inspektorat daerah sendiri 

memiliki tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas 

lain yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor 

internal (Bolang et al., 2013). 

Fungsi auditor internal adalah suatu pemeriksaan untuk melakukan penilaian independent 

pada sebuah organisasi tersebut. Seorang auditor internal harus memiliki sifat kejujuran, objektif 

dan professional serta memiliki rasa integritas yang tingggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat 

mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan pemerintas daerah.Sistem pengendalian 

intern pemerintah, atau SPIP, adalah prosedur yang digunakan untuk pengsawasan internal pada 

Tingkat pemerintah pusat dan daerah (Mariana & Rahmaniar, 2022; Munawarah & Diantimala, 

2016; Sulistiyanto & Murtini, 2018; Ulfah & Lukiastuti, 2018). 

Pemantauan internal adalah prosedur sistematis untuk melacak operasi dan aktivitas 

berkelanjutan suatu Lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi 

tentang bagaimana tujuan suatu Lembaga atau organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien 

dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Serta memberikan informasi tentang 

bagaimana tujuan suatau lenbaga atau organisasai dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan 

tetap mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku (Katili et al., 2017) 

Peraturan SPIP berdasrakan PP No. 60 tahun 2008 yaitu proses pengawasan yang dilakukan 

oleh penjabat dan aparatur untuk menjamin terselenggaranya sistem manajemen yang baik dan 

benar. Tujuannya adalah umtuk merancang strategi untuk mencapai tujuan yang dapat dilakukan 

melalui pemantauan dan pengawasan proses. Sejumlah inisiatif pemerintah juga sedang berlangsung 

serta sedang sedang dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan yang baik dan 

mengembangkan sejumlah undang-undang untuk mencapai tujuan Bersama. Hasilnya, pemerintah 

melakukan tugas-tugas termasuk evaluasi hasil dan pengawasan pekerjaan. Selain pengawasan 

internal BPK dan Lembaga inspektorat, kepolisian dan lainnya. Metode pengawasan ini bertujuan 

untuk mencegah penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya dengan cara 

menumbuhkan kebiasaan mengawasi sejumlah koperasi operasi pekerjaan (Mulyani & Suryawati, 

2011).  

Membangun kondisi yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tanggung jawab para 

penjabat dalam suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti menegakkan supremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai 

moral, menerapkan Teknik kepemimpinan yang efektif, menciptakan srtuktur organisasi yang 

didasarkan pada kebutuhan Bersama, menciptakan kebijakan yang tepat, dan membina kerja sama 

dengan Lembaga terkait. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran inspektorat daerah 

dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Yunus, 2016).  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran inspektorat daerah dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta untuk menilai pentingnya 

kesadaran lembaga inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal yang dapat 

mencegah korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan Sistem 
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Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang 

efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
Metodologi Penelitian  

Metodologi yang digunakan adalah analisis literatur, yang melihat database dari berbagai 

sumber, seperti buku, laporan tahunan, jurnal penelitian, jurnal review, dan data pendidikan, 

pengetahuan. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan mesin pencari Google, dengan 

mengetikkan kata kunci sebagai berikut; tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan (Nufiar et al., 

2020, 2022; Rahmatullah et al., 2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024). Tinjauan 

literatur sistematis, atau SLR, adalah sintesis studi literatur yang sistematis, jelas, dan menyeluruh 

yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi data yang ada menggunakan metode 

pencarian eksplisit dan menyertakan proses tinjauan kritis dalam proses pemilihan studi (Asadi, 

2024; Gizelis, 2018; Hendra et al., 2024; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Maulena et al., 2023). 

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami konteks tinjauan literatur, 

topik yang diteliti, dan alasan di balik serta temuan tinjauan literatur sehingga dapat menjadi 

panduan untuk penelitian di masa depan. 

Hasil dan Pembahasan  

Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah 
Dalam mempertimbangkan fungsi manajemen serta pelaksanaan misi dan program 

pemerintah, Inspektorat Daerah mempunyai peran dan kedudukan strategis yang sangat kuat. 

memegang kedudukan yang sebanding dengan fungsi perencanaan atau pelaksanaan dalam hal 

fungsi manajemen yang mendasar. Sedangkan Inspektorat Daerah merupakan landasan pencapaian 

visi, tujuan, dan prakarsa pemerintah. Tanggung jawabnya antara lain mengawasi dan melindungi 

program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang berjalan. Peraturan 

Kebijakan Pemantauan Lingkungan Hidup No. 47 Tahun 2011 oleh Menteri Dalam Negeri. Peran 

yang ditetapkan Inspektorat daerah kabupaten/Kota pada tahun 2012 pada titik penajaman 

pengawasan nomor 4. 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (baik urusan wajib 

maupun pilihan) dengan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Memantau bagaimana operasional pemerintahan desa 

dijalankan.memegang jabatan dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, termasuk sebagai aparat pengawas intern pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan guna 

memenuhi visi dan tujuan program dari kedudukannya sama dengan fungsi perencanaan atau 

pelaksanaan dalam hal fungsi dasar manajemen, namun Inspektorat Daerah merupakan landasan 

yang bertugas mengawasi dan melindungi pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang sesuai 

dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dalam rangka mencapai 

visi, misi, dan program pemerintah (Senprianthi, 2022) 

 

Akuntabilitas dan Transparasi Dalam Pengelolaan Keuagan 

Tanggung jawab dapat dipandang sebagai akuntabilitas. Namun jika dihubungkan dengan 

pengertian akuntansi dan manajemen, terjemahan lugas ini mengaburkan makna tanggung jawab 

itu sendiri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa gagasan akuntabilitas identik dengan pernyataan Stewart 

bahwa terdapat lima (lima) macam tangga akuntabilitas, antara lain akuntabilitas legalitas dan 
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probabilitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas 

kebijakan (Ermayanti, 2017). Suatu medium akuntabilitas yang dilaksanakan secara periodik 

sebelumnya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai semacam kewajiban 

untuk dapat dipertanggungjawabkan Akuntabilitas pada hakikatnya adalah memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengungkapkan tindakan dan hasil keuangan Hal ini 

berarti bahwa untuk memenuhi hak-hak masyarakat—yakni hak untuk mengetahui, hak untuk 

mendapatkan informasi, dan hak untuk didengarkan keinginannya—pemerintah, baik di tingkat 

nasional maupun daerah, harus mampu untuk memberikan kerangka informasi internal (Ika 

Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). 

Akuntabilitas bertugas mengawasi implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya 

entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara teratur dapat dipahami sebagai 

tugas untuk menjawab atau memperjelas kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau 

kolektif pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk 

meminta keterangan tentang akuntabilitas.menjalankan tugas administratifnya. Fenomena ini 

merupakan dampak dari tuntutan masyarakat yang kembali disadari pada tahun 1998, ketika era 

reformasi dimulai (Rumapea, 2018). 

Kebebasan arus informasi adalah fondasi transparansi; semua lembaga, proses, dan 

informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan; dan informasi 

yang diberikan harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau.” Anggaran eksekutif dianggap 

transparan jika memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki anggaran pengumuman 

kebijakan, dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan akuntabilitas tepat waktu, sistem 

informasi kepada masyarakat, dan ruang bagi suara dan saran masyarakat (Syawaluddin 

Syawaluddin et al., 2022). Transparansi mencakup penyediaan informasi keuangan yang terbuka 

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat atas akuntabilitas pemerintah 

dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas yang terbuka, aksesibilitas laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, hak untuk 

mengetahui hasil audit, dan ketersediaan informasi kinerja merupakan syarat penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan. (Ummah, 2019). 

 

Peran Inspektorat dalam Pengawasan Internal 

Seperti halnya pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah melibatkan penyusunan 

rencana dan pengelolaan anggaran tahun depan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, 

kabupaten, dan kota. PeraturanTentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006. Menurut daerah, APBD merupakan tempat seluruh penerimaan dan pengeluaran 

keuangan harus dilacak dan dikendalikan. Pendapatan dan pengeluaranBidang ini termasuk dalam 

kerangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Namun APBD tidak melacak arus kas masuk dan keluar 

terkait dengan pelaksanaan tugas bantuan atau dekonsentrasi (Elbakry et al., 2017). 

Dalam satu tahun anggaran, APBD berfungsi sebagai landasan pengelolaan keuangan 

daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu, APBD merupakan 

rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan. Tujuan pengumpulan 

seluruh pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan APBD.Begitu pula dengan segala ikatan 

dan pengeluaran daerah yang membebani internal daerah.Jumlah dan tujuan yang ditetapkan APBD 

diikuti ketika melaksanakan kerangka desentralisasi. Karena APBD berfungsi sebagai landasan 
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pengelolaan keuangan daerah, maka APBD juga berfungsi sebagai landasan pelaksanaan 

pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Rabbani, 2020). 

Operasional pemerintah sangat bergantung pada sistem pengendalian internal. Sistem ini 

dapat berfungsi jika seluruh aktor pemerintah mempunyai keterampilan, keahlian, dan motivasi 

untuk mengelolanya secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

hendaknya dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawabannya, secara sistematis, teratur, efektif, 

dan efisien untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berfungsi sebagai 

pedoman pelaksanaan dan standar penilaian keberhasilan pelaksanaan SPIP, didasarkan pada 

amanat undang-undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat kabupaten/kota 

merupakan aparatur pengendalian intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 

bupati/walikota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Damayanti & Hermanto, 2018).  

Untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap tercapainya tujuan pemerintah melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset daerah, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diharapkan proses yang penting bagi tindakan 

dan kegiatan dapat dilakukan. sebenarnya harus dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

pegawai. Hal ini sesuai dengan maksud mendasar dari Sistem Pengendalian Intern itu sendiri 

(Manialup et al., 2017). 

 

Dampak Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuagan  

Berdasarkan Pasal 308 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

pemerintah memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah 

kepada pemerintah daerah di bawah Menteri Dalam Negeri. Mengenai pengawasan 

manajemen.Mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, 

dan bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin 

terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. , diperlukan keuangan daerah, tata pemerintahan yang baik, dan 

pemerintahan yang bersih. Tersedia tiga metode pengawasan tata kelola yang berbeda: fungsional, 

komunitas, dan intrinsik. (Efendy 2010; Cahyat, 2004). 

Objek pengawasannya, pengawasan terhadap pemerintahan daerah dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan produk hukum. dan kebijakan keuangan di tingkat 

regional. Pengawasan keuangan merupakan tanggung jawab utama inspektorat daerah. 

Penyelenggaraan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pembelian dan 

pemeliharaan/pembuangan barang dan jasa, penyelidikan dan evaluasi Surat Pemberitahuan Pajak 

Orang Pribadi, pembayaran imbalan, serta inventarisasi dan penyidikan harta kekayaan pejabat. 

Itulah beberapa contoh kewenangan daerah yang terlibat dalam pengawasan keuangan dan aset 

daerah.  

  

Evaluasi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah 

Agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat akuntabel, transparan, dan efisien, maka 

efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah sangatlah penting. Efektivitas pengawasan yang tinggi 
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dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan pencurian keuangan di wilayah tersebut. 

Terlaksananya tata kelola daerah yang kuat sangat bergantung pada seberapa baik pengawasan 

internal Inspektorat Daerah berjalan. Tujuan pengawasan pemerintah daerah adalah untuk 

menjamin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan fungsi publik 

dapat melaksanakannya secara efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya, masih terdapat 

tantangan dalam pengawasan Inspektorat Daerah. Selain kurang berintegritas dan kompeten, 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum benar-benar otonom, dan jumlah personel 

aparat pengawas yang dibutuhkan belum tercapai. Selain itu, Inspektorat Daerah mempunyai 

sejumlah tanggung jawab pusat yang diperlukan, termasuk menindaklanjuti Pusat Pengawasan 

Pencegahan (MCP) (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi 

membuat aplikasi MCP untuk melacak efektivitas program yang bertujuan mencegah korupsi 

dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan (Marlaini et al., 2019). 

 

SIMPULAN  

Inspektorat daerah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Sebagai instansi yang bertugas membantu kepala daerah, inspektorat 

memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran yang baik dan efektif, 

inspektorat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga 

menghasilkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. 

Kesadaran akan pentingnya inspektorat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi 

pengawasan internal (auditor internal) semakin meningkat. Seorang auditor internal dituntut untuk 

memiliki integritas yang tinggi serta sifat kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme dalam 

menjalankan tugasnya. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, inspektorat dapat menjadi 

garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi salah satu prosedur 

penting dalam mendukung pengawasan internal baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. 

Melalui SPIP, inspektorat dapat melakukan pemantauan yang sistematis terhadap operasi dan 

aktivitas organisasi. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai 

secara efektif dan efisien, dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan 

penerapan SPIP yang baik, pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai standar, meningkatkan 

kualitas pelaporan, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 
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